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ABSTRAK

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian penerapan akuntansi aset tetsp
semerintah kota Padang lerhadap Standsr Akuntansi Pemenntab (SAP). Penelitian dilakukan dengzn
menganalisa seluruh transaksi aset tetap pada 15 3KPD Pemerinlah Kota Padang selama tahun anggaran
Z008. Sefiap pencatatan fransaksi skan diberkan skar sesuai dengan indikator vang tefah ditentukan
Indixator kesesugian yang digunakan sdalzh: penentuan nilal tercatat, jurnal, buku besar, pafaporan nila:
s=rcatat, pengungkapan informasi penambahandpengurangan dan pengungkapan informas: penyusutan. Skar
vang dipakai yaitu: 1 = sesuai dan 0 = tidak sesual. |
H3sil peneliian menunjukkan bahwa dalam penentuan nilai tercatat aset tetap, jumnal, buku besar, dan |
~fomasi penyusutan aset tetap pemko Padang masih belum sesuai dengan SAP. Sedangkan dalam
r=iaporan nilai tercatat dan pengungkapan informasi penambahan/pengurangan aset tefap pemenntah xots
Fzdang telah sesuai dengan SAP,
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BARB I

PENDAHULUAN

LI1. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk
secard terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
feood governance). World Bank dalam Mardiasmo (2002:18) mendefenisikan goad
goverdance sebagal suatu penyelenpgaraan manajemen pembangunan vang sejalan
dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan
korupst baik sccara poliik dan administratif. Pemerintahan yvang baik setidaknya
ditandm dengan tiga elemen  yailu  iransparansi, partisipasi dan  akuntabilitas.
Transparansi dibanpun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi
maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masvarakat dalam pembuatan kepufusan
baik sccara langsung mavpun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat
menyalurkan  aspirasinva,  Sedangkan  akuntabilitas adalah  pertanggungjawaban
kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu upaya pemeriniah dalam mewujudkan good governance yaitu
dengan menerapkan otonomi daerah. Hal tersebut bertujuan apar daerah dapat
mengurus serta mengatur rumah tangeanya sendin, baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan maupun dalam rangka pelayanan kepada publik.
Penvelenpearaan otonomi dasrah dilaksanakan dengan memberikan otonomi scluas-
fnasnya dan secara proporsional kepada dacrah yang diwujudkan dengan adanva
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nastonal yang berkeadilan serla

adanya perimbangan kevangan antara pusatl dan daerah,



Dalam rangka perwujudan good governance tersebul maka pemerintah merasa
perlu dilakukannya reformasi kevangan. Reformast kevangan ini sangat erat kaitanova
dengan pelaksanaan otonomi dacrah, Peraturan perundangan vang berkenaan dengan
pengelolaan kevangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang
Pemerintaban Daerah yvang direvisi menjadi Undang-Undang Nomeor 32 Tehun 2004,
Selain itu dalam hal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di atur dalam
Undang-Undang Memor 23 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antasa
Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Momor 33
Tahun 2004, Scdangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan ncgara
vang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang kewangan nepara scbagai
upaya unluk mewujudkan good governance yaltu Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuwangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 (entang
Pengawasan dan  Pertanggungjzwaban Keuvangan Negara  vang  memayungi
pengelolaan Keuangan negara maupun keuangan dacrah.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tabun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal
32 mensyaratkan bentuk isi laporan pertangpungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
disusun dan disajikan sesual denpan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, Untuk menyusun SAP tersebut Presiden Rl
telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tzhun 2004 tentang Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang direvisi menjadi Keputusan Presiden Nomor 2
Tahun 2005, KSAP berhasil menyusun standar akuntansi pemerintahan  yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PPY Nomor 24 Tahon 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dimaksudkan

bukan hanya mengenm keuanpan negara’daerah saja, tetapi juga melipuli barang milik



negara‘dacrah atau aset nepara’daerah. Berdasarkan Undang-undang No,1 Taghun 2004
vang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang vang dibeli atau
diperaleh atas beban APBD atau berasal dari peroleban lainnya yang sah. Oleh sebab
itu  segala  pepgpunsan  dan  pengelolaan  barang  ataw  aset  daerah harus
dipertangpungjawabkan,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Megeri (Permendegri) Nomor 13 tahun
2006, dinyatakan bahwa salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
selaku entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah adalah Neraca, Ini berarti
bahwa scgala scsuatu vang menvangkut barta‘asel, ulang, dan kekavasn pemerintah
daerah, tercermin di neraca yvang dimiliki masing-masing pemenntah daerah.

Meracs merupakan suaty media yang memberi gambaran atas posisi keuangan
{(harta‘aset, utang, dan kekayaan) pada suatu waktu tertentu, Posisi keuangan itu dapat
berupa uang tunai, aset, utang, dan kekavaan bersih Pemerintah Daerah. Salah satu
pos pada neraca yang penyajiannya sangat penting adalah aset tetap. Tupas utama
instansi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
sebaik-baiknya, dan asel tetap bagi pemerintah merupakan svarat utama dalam
memberikan pelayanan publik, Depgan kata lain asct tetap merupakan bal yang
penting bagi suatu instansi.

Pemerintah dacrah selaku Satuan Kerja Perangkat Daeral (SKPD) sekaligus
Pejabat Pengelola Kevangan Daerah (PPED} wajib mengelola dan mempertanggung
Jawabkan aset dacrah yang dimilikinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58
Tahun 2005 pasal 10 menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daeralvkekayaan
dacrah  menjadi  tapgeungjawab  SKPD yang  dipimpinnya.  Barang  milik
dacrahkckayaan dacrah ini bisa dikatakan sebagal aset daerah. Menurut Permendagpri

Nomor 13 Tahun 2006 pasal 233 menyatakan, prosedur akuntansi asct pada SKPD



meliputi - pencatatan  dan  pelaporan  akuntansi atas  peroleban, pemeliharasn,
rehabilitasi, perubahan klasifikasi. dan penvusutan terhadap asel letap yang
dikuasai‘dipunakan SKPD, Secdanpkan pada pasal 278 menyatakan, prosedur
akuntansi asset pada Satuan Kerja Pengelola Kevangan Daerah (SKPKD) meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas peroleban, pemeliharaan, rehabilitasi,
penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan asset tetap
vang dikuasai SKPKD yang bersangkutan. Baik SKPD  selaku  pengeuna
anggaran/pengpuna barang milik daerah, maupun SKPEKIDVPPKIDD selaku pengelola
anggaran/pengelola bamang milik dagrabh  harus  mengelola  dan
mempertanggungiawabkan aset dasrah sesuai denpan peraturan perundangan yang
berlaku.

Pengaturan tentang akuntansi aset (etap pemerintah ini telah tertuang dalam
SAP vaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintaban (PSAP) nomor 7 yang
menyatakan asset tetap adalah aset berwujud vang mempunyai masa manfaat lehih
dari 12 {dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerntah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan dari PSAP No. 7 ini adalah mengatur
perlakuan akuntansi untuk aset tetap karena pada kenyataannya banyak masalah vang
dihadapi pada pelaksanansn akuntansi asset letap ind,

Masalah yang sering ditemui dalam akuntansi aset tetap adalah pada saat
pengakuan asct, pencntuan nilal tercatat, penentuan dan perlakvan akuntansi atas
penilaian kembali dan penurvnan nilai tercatat aset tetap (penyusutan). Hal ini dapat
kita pandang sebagai suatu masalah yang harus segera diluruskan, karena seperti yang
telah disebutkan sebelumnya bahwa aset tetap merupakan pos vang sanpat penting
penyajiannya di neraca. Apabila aset tetap tidak disajikan secara benar maka akan

terdapat kekeliruan dalam penvajian neraca, vang berarti tidak menggambarkan posisi



keuangan yvang sesungguhnya, Hal tersebut akan berdampak nepatif dalam penentuan
kebijakan ekonomi yang akan dipilih dan diterapkan. Kekeliruan dalam pengambilan
kebijakan ekonomi akan menjauhkan diri dari arah peraujudan visi dan misi vang
telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai
secara maksimal dan tidak tepat sssaran. Alas dasar inilah penulis merasa tertarik
untuk mempelajari dan melakukan analisa terhadap akuntansi aset tetap yang
diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis bemial melakukan
penclitian terhadap akuntansi aset tetap pada pemerintah kota Padang. Penulis akan
meneliti apakah penerapan akuntansi aset tetap pemko Padang telah sesuai denpan
SAP, dan penelitian ini akan diberi judul;

“Analisis Kesesuaian Akuntansi Asct Tetap Pemerintah Kota Padang Terhadap

Standar Alkuntansi Pemerintahan™.

1.2, RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan apa vang telah dijelaskan pada bagian latar belakang peribal keharusan
SKPI) dan PPKD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan aset daerah vang
dipunakan, maka rumusan yang akan dibshas pada penelitian ini adalah:

a, Apakah pemerintah kota Padang telzh menerapkan akuntansi aset tetap?

b. Apakah akuntansi aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kota Padang

telah sesuan dengan SAPY



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat  diambil

kesimpulan:

L.

i

Pemerintah kota Padang telah melakukan pencatatan dan pelaporan aset tetapnya.

Pencatatan aset tetap pemerintah kota Padang belum sesuai denpan SAP, Hal ini
terlihat pada penilaian awal aset tetap belum berdasarkan harpa perolehan,
kapitalisasi aset telap belum dilerapkan oleh semua SKPD. pemerintah kota
Padang belum melakukan penvasotan atas gsel lelapnya dan pencatatan pada saat
penphentian/penghapusan aset tetap belum dilakukan oleh semua SKPI, Hal ini
disebabkan karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman SKPID terhadap cara
pencatatan asct tetap vang sesual dengan SADP.

Pelaporan aset tetap pemerintah kota Padang sudah mulal scsvai dengan SAP.
Semua SKPIY telah melaporkan nilai tercatal aset tetapnya dalam neraca dan
catatan atas laporan kevangan. Tetapi belum semua SKPD yang mengungkapkan
penambahan dan pengurangan aset tetap dalam CALK. Sedangkan untuk
mformasi penyusuian sama sekali tidak diungkapkan dalam laperan keusngan.
Kemunghkinan hal tersebut discbabkan karena kurangnya pemahaman tentang cara

pelaporan asel tetap vang dibaruskan dalam SAP.
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